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BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS 
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang a. 	bahwa daIam rangka menjamin pemerataan kesempatan 
pendidikan; peningkatan mum serta relevansi dan 
efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah 
menyediakan biaya penyelenggaraan pendidikan merata 
bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta 
untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 
perubahan kebidupan lokal. nasional dan global; 

b. 	bahwa agar pelaksanaan program biaya penyelenggaraan 
" 

pendidikan merata dapat betjaIan dengan lancer dan 
berhasil guna perlu diatur petunjuk teknisnya; 

'
c. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan , 
,,' 	 Bupati tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan 

Pendidikan Merata; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

. Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara. RepuhIik 
Indonesia Nomor 3452); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 20 Taliun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan NasionaI (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor' 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. 	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diuba.h beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 	2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran 

'; 	
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

f Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-"1'" 
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5410); 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

6. 	 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015; 

7. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016; 

8. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentuk.an dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

9. 	 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibahdan Bantuan Sosia! 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lampung Barat. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIAYA 
PENYELENOOARAAN PENDIDlKAN MERATA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Daian:: Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. 	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. 	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 
3. 	 Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. 	 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pf'-Ildidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat. 
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5. 	 E'-ldan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat 

6. 	 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Lampung Barat. 

7. 	 Biaya Penye1enggaraan Pendidikan Merata yang se1anjutnya disingkat 
BPPM adalah penyediaan sumber daya keuangan yang disediakan 
Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan 
baik negeri maupun swasta. 

8. 	 Satuan pendidikan adalah Sekolah/Madrasah sebagai kelompok layanan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal 
jenjang Pendidikan TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTS baik Negeri maupun 
Swasta. 

9. 	 Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengelola pendidikan tertinggi pada 
satuan pendidikan. 

10. 	 Tim koordinasi adalah kelompok keIja yang dibentuk dalam rangka 
pelaksanaan Program BPPM . 

11. 	 Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh 
masyarakat yang peduli pendidikan. 

12. 	 Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, 
yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah 
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan 
tertentu. 

BAB I! 
MEKANISME ALOKASI BPPM 

Pasal2 

Besaran alokasi BPPM untuk satuan pendidikan dihitung berdasarkan 
indeks persiswa yaitu sebesar :

• --4< . 
a. 	 Rp. 71.000,- persiswa pertahun untuk SMP Negeri; 
b. 	 Rp. 55.000,- persiswa pertahun untuk SD Negeri; 
c. 	 Rp. 52.000,- persiswa pertahun untuk TK Negeri; 
d. 	 Rp. 80.000,- persiswa pertahun untuk SMP Swasta dan MTs 

Negeri/Swasta; 
e. 	 Rp. 50.000,- persiswa pertahun untuk SD Swasta dan MI 

Negeri/Swasta; 
f. 	 Rp. 50.000,- persiswa pertahun untuk Tk/Ra Swasta. 

BABII! 
KETENTUAN PENGGUNAAN 

Pasal3 

BPPM 	bagi satuan pendidikan digunakan untuk membiayai: 

a. 	 Kegiatan belajar mengajar antara lain dapat berupa kegiatan : 
1. 	 administrasi pembelajaran; 
2. 	 penyediaan bahan ajar/ modul; 
3. penyediaan buku referensi bagi guru; 

:}. penyediaan bahan praktek; 

5. 	 ujian semester bersama; dan/atau 
6. 	 kegiatan lain yang dibutuhkan serta dianggap penting untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 
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b. Pengembangan laboratorium. pembelajaran antara lain dapat herupa 
, kegiatan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di laboratorium. 

biologi, fisika, kimia, bahasa, komputer dan ruang praktek. 

c. 	 Pengembangan sum.her daya manusia antara lain dapat berupa kegiatan; 	
program magang, pendidikan dan pelatihan, serta in house training atau 
workshop bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

--f<. 
d. Kegiatan ekstra kuriktiler antara lain dapat .berupa kegiatan: 

1. 	 organisasi 8iswa Intra 8ekolah (0818); 
2. 	 pramuka; 
3. 	 palang merah remaja (PMR); 
4. 	 paskibra; 
5. kesenian; dan/atau 


. 5. Kruya Ilmiah Remaja 

7. 	 kegiatan lain yang serupa dalarn bentuk pengembangan diri peserta 

didik. 

e. 	 Bimbingan konseling antara 1$ dapat berupa kegiatan untuk 
mendukung pelaksanaan program Tenaga Pendidik Bimbingan Konseling 
(BI{) terhadap peserta didik dalarn pelayanan bimbingan akademik seperti 
administrasi program Bimbingan Konseling, kunjungan rumah (home 
Visit), dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan bimbingan akademik 
peserta didik. 

f. 	 Penerimaan Peserta Oidik Baru (PPOB) adalah kegiatan dalarn 
pelaksanaan promosi, seleksi dan Masa Orientasi 8iswa (MOS). 

g. 	 Sarana prasarana antara lain dapat herupa kegiatan : 
1. 	 pengadaan peralatan olah raga: 
2. 	 pengadaan keperluan kantor; 
3. 	 pengembangan sekolah herbudaya lingkungan hidup; dan/atau 

v& 	 4. Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana 
sekolah dengan klasiftkasi ringan. 

h. 	 Manajemen dan rumah tangga sekolah antara lain dapat berupa kegiatan: 
1. 	 peIjalanan dinas; 
2. konsum.si 	Penyelenggaraan pendidikan; 
3. 	 langganan/layanan jasa. 

L 	 Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 

j. 	 Biaya operasional personalia dapat berupa: 
1. 	 honor pendidik dan kependidikan tidak tetap; dan 
2. 	 konsekuensi anggaran dari maslahat tambahan bagi pendidik dan 

kependidikan. 

Pasal 4 

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 huruf i diperuntukan bagi pendidik tetap dan tidak 
tetap/honorer non sertifikasi dan tenaga kependidikan tetap dan tidak 
tetap/honorer ditetapkan sebagai berikut: 
a. TK/RA sebesarRp. 1O.OOO,-/bulan 
b. 80/Ml sehesarRp. 15.000,-/bulan 
c. SMP/MTs sebesarRp. 25.000,-/bulan 

Pasal 5 

(1) 	 Besarnya honor bagi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 3 huruf i ditetapkan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran 
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; 
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(2) 	 Besarnya konsekuensi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
huruf i angka 2 ditetapkan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran 
diseSllaikan dengan anggaran yang tersedia. 

BABIV 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 6 

(1) 	 Pencairan BPPM untuk TK dan SD Negeri dilakukan dalam 2 (dual tahap 
atau persemester dengan mekanisme sebagai berikut : 
a. 	 satuan pendidikan mengajukan permohonan pembayaran BPPM 

kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan 
kelengkapan administrasi; dan . 

b, 	 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencairkan BPPM melalui 
rekening masing-masing sekolah penerima dana bela..'1ja langsung 
melalui PT. Bank Lampung Capem Liwa. 

(2) 	 Pencairan BPPM untuk SMP Negeri dilakukandalam 4 (empat) tahap atau 
per triwulan dengan mekanisme sebagai berikut : 
a. 	 satuan pendidikan meng::tiukan permohonan pembayaran BPPM 

kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan 
kelengkapan administrasi; 

b. 	 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencairkan BPPM melalui 
rekening masing-masing sekolah penerima dana belanja langsung 
melalui PT. Bank Lampung Capem Liwa. 

(3) 	 Per.cairan BPPM diberikan secara Hibah untuk Tingkat Satuan 
Pendidikan TK/RA Swasta, SD Swasta, MI Negeri/Swasta, SMP Swasta, 
MTs Negeri/Swasta, dilakukan dalam satu tahap pada semester 1 (satu) 
melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mekanisme sebagai 
berikut: 
a. 	 satuan pendidikan mengajukan permohonan pembayaran BPPM 

kepada Bupati melalUi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 
dengan melampirkan kelengkapan administrasi; 

b. 	 kepala dinas menyampaikan rekomendasi penerima BPPM kepada 
PPKD berdasarkan kelengkapan dan ketepatan administrasi; 

c. 	 PPKD mencairkan BPPM melalui rekening masing-masing sekolah 
penerima hibah melalui PT. Bank Lampung Capem Liwa; 

d. 	 pencairan BPPM melalui rekening sekolah dituangkan dalam naskah 
peIjanjian hibah/kontrak antara PPKD dengan Kepala Sekolah 
Penerima hibah. 

Pasal 7 

(1) 	 Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) 
dan ayat (21 untuk pencairan BPPM tahap kesatu adalab sebagai berikut : 
a. 	 permohonan Pencairan BPPM tahap 1 (Form 1); 
b. 	 surat pernyataan tanggungjawab mutlak/fakta integritas. (Form 3); 
c. 	 Daftar Rencana Penggunaan (DRP) anggaran (form 4); 
d. 	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) (form 5); 
e. 	 bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala 

Sekolah Satuan Pendidikan (form 6); dan 
f. . fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Sekolah Satuan 

Pendidikan." 
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(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) 

adalah sebagai berikut : 
a. permohonan Pencairan BPPM tahap 1 (Form 1); 
b. Naskah PeIjanjian Hibah Daerah Kontrak (NPHD) (Form 2); 
c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak/fakta integritas. (Form 3); 
d. daftar Rencana Penggunaan (DRPjanggaran (form 4); 
e. anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) (form 5); 
f. Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh 

Kepala Sekolah Satuan Pendidikan (form 6); dan 
g. fotocopi Kartu Tanda, Penduduk (KTP) Kepala Sekolah Satuan 

Pendidikan. 

Pasal 8 

Kelengkapan adm,inistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan 
ayat (2) untuk pencairan BPPM t$ap berikutnya adalah sebagai berikut : 

a. 	 fotocopi Daftar Rencana Penggunaan (DRP) untuk kebutuhan tahap 
berikutnya (form 4); 

b. 	 Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang telah ditandatangani oleh Kepala 
Sekolah Satuan Pendidikan (Form 6); dan 

c. 	 Iaporan pertanggungjawaban BPPM yang telah dicairkan. 

Pasal 9 

Form sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum pada 
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasall0 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Ditetapkan di Liw~._ ..I 
pada tanggal I$- ffl,lllf{ 2018 

",	;------I--AIW OSILMABSUS 

pada tanggal 2018 

"""""'P,L IR 

"'Y~on. DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR .. fl:. 



; LAMPlRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR TAHUN 2018 
TANGGAL 2018, 

Forml 

(KOP MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN ) 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

• 

Liwa, 	 2018 

2018 Kepada yth, 
Bapak Bupati Lampung Barat 

Permohonan Pencairan BPPM Cq. Kepala Dinas Pendidikan 
Dan Kebudayaan 

Tahap I Tahun 2018 Kabupaten Lampung Barat 
di_ 

TEMPAT 

Dasar: 	 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2018 
tanggal 2018 tentang Biaya Penye1enggaraan 
Pendidikan Merata. 

Berkenaan 	 dasar surat di atas, kami sampaikan usulan Pencairan BPPM 

Tahap I Tahun 2018. Besaran dana yang kami usulkan untuk 

(nama satuan pendidikan) 

Jumlah Dana BPPM Tahap I sebesar Rp. . ....•.................. ,


Terbilang: 

( .............................................................................................:...... ) 
. 

Demikian kami usulkan mohon persetujuannya, terimakasih. 

Kepala ......................................,•••••••••••••••• 


............•............................ 

NIP ......................................... . 


, .. , 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FO.R.IIf .2 
; 

r; PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 
BADAN' PENGELOLAAN KEUANGAlf DAERAH 

Jl. TuUp No.9 Telp. (0728) 21106 Liwa 

NASKAR PERJANJIAIf RIBAR DAERAH IKONTRAK) 
NOMOR : 9001 IKONTRAK/IV.Ol/201S 

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua 
Ribu Delapan Belas telah diadakan perjanjian hibah (kontrak) 

Antara 

Nama •••••••• ~.~•••• •••••• 5 ••• ~ ~ ••• ••••&.~.~.~*..... ~.•....•. ~ .... ~.~, ~ ••••• •• •• _.~ ~ 	 .... 5 ••••••••••••••••• 

Jabatan: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Lampung Barat 


Alamat : JI. Tulip No.9 Way Mengaku Liwa Lampung Barat 


Yang berwenang dalsm bal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pibak Kesatu. 

Dan 
Nama ~ ••• ~ ••••••••• ~ ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••• ~. 

Jabatan .................................................................. "......... "............................... 
Alamat .......... "..................................... ".............................................................. 

--',. 
Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama penerima hibah daerah, 
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. 

Maka dengan ini disepakati dan disetujui oleh dan di antara pihak-pihak tersebut, 
bal-bal sebagai berikut : 

PASAL 1 

LINGKUP HJB.AB DAERAH 

(1) 	 8elanja hibah dianggarlmp. sebagai pemberian bantuan berupa uang kepada 
.~ 	 ~............................................................~ ................................................... .....". 


(2) 	 Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat 1.1 di atas adalah 
<i~etIIl l19lIl~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PASAL2 

JUMLAH NILAI DAN PERUNTUKAN RIBAR 

(1) 	 Hibah yang diberlkan oleb Pihak Kesatu dan diterlma oIeb Pihak Kedua 
~ . - ~cl~ ~leti ~I>•••••••••••••••••••••••••••••• 

( ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~&•••••••••••••••••• t, ••••••••••••••••••••••••••••••••••J 
(2) 	 Belanja hibah senilai tersebut pada ayat 2.1 di atas diberikan kepada Pihak 

Kedua selaku kuasa penerima hibah untuk~; ..••••••••••• ~ .•••••.. ~.~ .....• ~ ...••••••••••••••••••.••11l~1elllli•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
................... dengan RekeniDg JfC)~•••••••••••••••••••••••••••••••••••lltJa81111",1I 

~ 

-


10 ,0 I_I 




••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PASAI.3 
KEW.AJIBAI' PIBAK KESATU 

(1) 	 Menyiapkan pencairan dana hibah berdasarkan permohonan yang telah 
diajukan Pihak Kedua dan telah disetujui oleh Bupati Lampung Barat. 

-1' (2) Melakukan pembayaran atas dana hibah yang telah disetujui pembayarannya 
berdasarkan kelengkapan administrasi, disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan daerah. 

PASAL4 

KEWAJIBAN PIBAK KEDUA 

(1) 	 Mentaati segala ketentuan yang mengatur tentang BPPM. 
(2) 	 Menyampaikan permohonan pembayaran hibah kepada Bupati Lampung 

Barat melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 

(3) 	 Menyiapkan nomor rekening bank Pemerintah untuk transfer dana hibah 
yang diterima. 

(4) 	 Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak/pakta integritas. 
(5) 	 WE\iib membayar pajak terhadap pengadaan barang yang bersumber dan 

dana APED khususnya PPn dan PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
(6) 	 Menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima 

kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan dan ditembuskan 
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara 
Umum Daerah paling lambat tanggallO Januari 2019. Yang meliputi: 
a. Laporan Penggunaan Hibah 
b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima telah digunakan sesum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 
(7) 	 Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang

undangan bagi penerima hibah disimpan dan dipergunakan oleh penerima 
hibah selaku objek pemeriksaan. 

(8) 	 Bila Hibah pencairan direa1isasikan berdasarkan tahapan maka pihak kedua 
wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang sudah diterima 
tersebut 1 (satu) bulan dana diterima. 

Dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Kontrak} ini maka 
pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat untuk melaksanakan kewajiban 
sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini. 

Demikian Kontrak ini dibuat dalam rangkap yang cukup, bermaterai cukup dan 
dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh 
kedua belah pihak. 

Uwa, 	 2018 

PIHAK KEDUA, 	 PIHAK KESATU, 

~.' 



SURAT PERNYATAAN TAN'GGUBG JAWAB MUTLAKI 
PAKTA INTEGRlTAS 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 


Jabatan · ... ................... ~ ... ~.~.... ..~ .. ~.~ ....... ............................................... ~.......
~ ~ 	 ~ ~ 

Alamat ·· .... ............................ .......... ........... .. ..... ~. ...... .......... ............ ....................................... ..
~ 	 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Bahwa sesuai dengan Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dati APBD. Dengan ini menyatakan 

bahwa kami sebagai penerima dana hibah dati Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar 

(........................ ~ .............................................................................................................. . 


..... ~......................................................................................................... ~ ................... ~ ....) 

akan 	bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami 

terima sesuai dengan Naskah Peljanjian Hibah Daerah (NPHD). 

Apabila dikemudian hali diketahui terjadi penyimpangan dalanl penggunaannya 

-i. 	 sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti 

dan m.enyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta berseclia menerima sanksi 

sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan bermatrai cukup 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Liwa, 	 2018 

.....--___-,yang membuat Pemyataan 
Materai 

Rp.6.000 

• 




BIAYA PENYELENGGARA PENDIDIKAN 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 


; DAFTAR RElllCANA PENGGUNAAN (DRP) 

Ilerdasarkan Sum! Keputusan Bupati Lampung Barat _: ..............................................................1-1 2018, tenIang __Biay& Penyelenggaraan Pendidikan M...-

Nama SekoIah 
v NSSINSB 

-cq 	 Alamat 

Kecamatan 

Kabupaten : lampung Barat 

Provins , lampung 


Menyampaikan Dallar Rencana penggunaan (DRP) 6PPM Tahap ....... ( .............................. ) Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut, 


I NO I J~LAH 
~AR'., . ... . ... 
2 

IRD. 
I RD. 

i . . . . . . . . . . . . . . . I RD. 
'4 
5 .. 

....... , . ... .. , .. I Rn 
I RD. 

S
7 .. 

11'1; 
IR';. 

R 
Q 

.. ... ... '" , I RD. 
I RD. 

10 I RD 

~ IRo. 
b 

1 , , , , , , , , , , , , , , , , ., . I RD. 
2 

'3 
4 

.. 
... ""'" , 

""""" 

... 
, 

I RD. 
I R';: 

I RD. 
S , I Rn 
fl I Rn 
7' .. I RD. 
S -;

I RD. 
Q RD. 
10 ;§ 
~ . 

I Rn 

-:-; I RD. 
I RD. 

1!4 I RD. I 

'5 I RD 

1'6 I RD. 
'7 . ... I RD. 

" .. " ........ ... I Rn 
:<i in. 
-:;n 

JUrrlAH to. 
d 
"1 I RD. 
2' I Rn 

'3 I RD. 

4 ... ,""', .. ,' . I RD. 

S .. I RD. 
1,-6" RD. 

'1
-8 .. 

I RD. 
IRD. 

g- I RD. 
• n RD• 

n .... AU Flo. 



Form 4 

.e !:E; 
1 I RD. 
2 I RD• 

• 3 I RD. 
, 4 I RI>. 
~ IRJ>. 

, 6 RD. 

7 
 ... Rp• 
a 

f ~ 
.\~ 	 ][ 

1 ....... , ......... .. RD. 

: 2 RD. 
113 Rp. 

4 Rp. 
: ;5 .. ." "" , " ... 

J~ LAH 	 ~ 
g ~ 

. 1 "." , .. RI>. 
Rp.2 

3 RI>. 
, 4 1>. 
, 5 

P. 

lOAN 	 .h!:~ 	
"

1 .. . 	 RD. 
Z I Rp. 
3 :. : RD. 

A 
 : RD. 
s .. ... ..,""""""'" , 	 R 

R*,. 

1 .. 	 RD. 
2 IRII. 
3 I RD. 
4 .-	 I Ro. 
5 I Rp. 


J~ IRD. 

j IBIAYA, ;. 


... ',,', , .. ," , .. RD.1 
' , , , , . . . . . 	 Ro.Z 

3 RI>. 
10. 

: 5 
• 4 

" , ., , , , , 	 ip.
"Tui'lAII' 	 in. 

. 

,,a ...d. J 	 I Rp. 

Oemil<ian Daf!ar Rencana Penggunaan (DRP) jni dlbuat untul< dlpergunakan sebagaimana mestinya. 

MengetahUl, 
KebJa Komile SeI<olah 

.....................................2018 
Kepal. Sekolah 

'UU""u'"u..uu·n,n,un·tu , 

NIP................................ . 

: KegJatan menu.co kepada Pontturan BupB~ I./mIpBng_ 
Nomor ............................................. , 

J 



v•• ..
• 

"\' FormS{'i 
~ 

"• ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA SEKOLAH (APSS) .. 
• .................. ~* .................. ~.~ ............. ~ .......... . 


TABUK .................................................. . 


. wo· -. - URMAN I KEGIATAN . . 1 TOTAL DANA SUMBISR DANA 
KBTISRANGAN 

DANA UliIT LlIDEK JUMLAH BDPp BOIlS KOMI'1'III IIIlMBER LAIN 

1 1I 3 4 S 6 7 8 9 . 10 11 12 

! 

< ~.-

TOTAL 

....... , ............................. 2018 
Komite Sekolah, Kepala Sekolah Bendahara 

............................................. 

NIP. 



.,, 
, Form 6 

'" "' C. 5 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

Lampimn Ire I/lll ill/IVIVIVI , 
~.~ .. .. 

2018 No, / ,/ A.2 
Sl1RAT BUKTI 

Barang-barang termaksud telah masuk buku persediaanSudah Terima dan .... ......... ",,,,,,, ....."",.. 
 . "'" "'"'''' UangSejumlab Rp, i vada Till ....". ..... .." .......
" .." 
, B.r.lI.( l'&.lak Upah' Kator 

...m" ....n< ,."" .un. "',,",,,,' , '" 
:::::: I 

PPn..... .. .. " .... ...... 
PPh21-~~:..., ,,,,.:~~!.~i: .. .. ,~ai~A:"'tuk . '" , 
PPh22..... " ...... " "'"'" .... .....• ....m .."'.. "" ."" """ PPh23 ,,, ....... ......,. ..,," 
 ....'"'' 

, .... .......
'"" """ 

...." " " " '" 

Pengeluaron/Pembelltm dllalmlwl herdl1Barkan ,Berguna buat pekel:jaan/keperluan , ..... 
Dakumen Pclakeana Anggaran Satuan Kexja Perangkat Paerahl~!", fl, 

'" 

m ... 

(DPA-SKPD) Pinas Pendidiken Don Kebudayaan Kabupaten Lampung Sara'Kode 
'" " 

. _"..'''m_.......... _ • .._..........""...'-,.., _m"...._H..'_..~ 


Yang Berhak Menerima 
Pembayaran, 

Matemi Rp, 6000.,,, 

NAMA KEPALA SEKOLA:/I 

yangrike ;,U"'~f 
Meme a terse ut atas 

.u.unn.....u ............~.u••••
·······~I ..UUI!Ut·UU!~~n ..........~ 


NIP."",.",.... ,,, .. , ....., NIP." ... " ...... ,'" '" ",' 

. 


PARAF r..(JL.~ulk~S! 
110 

i :",,~~ 
2 ',""" 1 
3 

4 ll..,~&ksn 
Il~5 

_6 
] 

J.!. 
..!. 

PJ~F 
BUPATI LAMPUNC~"""""AT,y 

I 

f ~SILMABSUS-I 
I.; 

tt 


